
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESII : iill l'l tIPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENT"qNG

PENGESAHAN MULTILA:TDRAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREAT'Y

RELATED MEASURES TO PREVE,NT BASE EROS/ON AND PROFIT SHIFTING

(KONVtrNSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TTNDAKAN-TINDAKAN

TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

UN'TUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN

DAN PENGGESERAN LABA)

DENGAN RAHI\IAT TUHAN YANC} MAHA ESA

PRDSIDEN REPUBLIK INDO}.IESIA,

Menimbang a. bahwa untuk menerapkan trnclakan-tindakan terkait dcngitn
persetujrran penghindaran pqiak berganda dalam rangl<a

mencegah penggerusan basis pemajeka-n dan penggeseran

laba seca:'a serentak, tersinkrcrrisasi, dan efisiei,, diperlukan
suatu instrumt:n )/?.ng bel':;jfat rr:ultilatera[;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
Multilateral Conuention to hnplement Tax Treaty Related
Measures to Preuent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi

Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait
dengan Persetujuan Penghindat'an Pajak Berganda untuk
Mencegah Penggerusan Basis Pcma,iakan darr Penggeseran

Laba) di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 20)7:

c. bah,va Kcn'.'ensi sebagainana dimaksud dalam hurr.rf b perlu
disahkan sebaqai Casar pernberlakuannya sehingga pasal-
pasal yang diadopsi rlalam Konvensi dapa.t diberlakukan
terhadao persetujuarn pengirindaran llajak bergarrda yang

te rca I ;,,rp dal ar nr pensyarlr vt n (.re ; er i; atio nsl ;
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan Multilateral
Conuention to Implement Tax Treatg Related Measures to

Preuent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral
untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah

Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tah,un 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aOnl;

MEMUTUSKAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN

MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY

RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSIOT AND PROFIT

SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN

TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH

PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN

LABA).

SK No 002483 A

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 1

(1) Mengesahkan Multilateral Conuention to Implement Tax Treatg

Related Measures to Preuent Base Brosion and Proftt Shifiing
(Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-
Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan

dan Penggeseran Laba) yang telah ditandatangani di Paris,
Prancis, pada tanggal 7 Juni 2OI7 dengan pensyaratan
(reseruations).

(2) Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan pensyaratan
(reseruations) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan
Presiden ini.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah
terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan
naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa
Prancis, yang berlaku adalatr salinan naskah asli Konvensi

dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2OL9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan

undangan,

ttd
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